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PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

P a.

NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

bahwa Institut Teknologi Kalimantan sebagai suatu lembaga
pendidikan tinggi negara yang seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

bahwa sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik,
Institut Teknologi Xalimantan sebagai suatu badan publik
mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan informasi publik yang berada di bawah
kewenangannya;

c. bahwa dalam rangka menyediakan informasi sebagaimana dimaksud

pada butir b tersebur di atas, dan untuk menjadi pedoman bagi
pengelola informasi dan unit kerja di lingkungan Institut Teknologi
Kalimantan, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan
ketentuan pengelolaan informasi publik Institut Teknologi
Kalimantan, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu
peraturan Rektor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20C3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan nformasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20C8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pembuat
Naskah Soal Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Presiden Nomor 125 zahun 2014 tentang Pendirian
Institut Teknologi Kalimantan;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset,



Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.
835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi
Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.
23/A5.2.HM.03.00/2019 tentang Daftar Informasi Publik Yang
Bersifat Terbuka di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1

Institut Teknologi Kalimantan, yang selanjutnya disebut Institut, adalah
perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim
dan/atau diterima oleh Institut yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan program atau kegiatan Institut.

Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia
yang mengajukan permintaan informasi publik kepada Institut.

Pengguna Informasi adalah orang dan/atau badan yang menggunakan informasi
publik Institut sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Pejabat adalah seluruh pejabat dalam organisasi di lingkungan Institut
sebagaimana ditetapkan dalam Struktur Organisasi Institut.

Pengelola Informasi adalah satuan kerja di lingkungan Institut yang diberi tugas
untuk menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima informasi publik
Institut.

Pejabat Pengelola Informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam
mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi Institut.



Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

Pengelolaan informasi publik Institut dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas,
sebagai berikut :

(1)

@
)

(4)

Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna
Informasi.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-
undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat
serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi
Publik tersebut dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.

Setiap Informasi Publik dapat diperoieh oleh setiap Pemohon Informasi dengan
cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untux :

a.

(1)

2)

(D

Menjamin hak publik untuk mengetahui serangkaian kebijakan INSTITUT yang
berkaitan dengan kepentingan publik mulai dari rencana pembuatan kebijakan,
program kebijakan, dan proses pengambilan keputusan, serta alasan
pengambilan suatu keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Institut yang baik (good university
governance), yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, partisipatif serta
dapat dipertanggungjawabkan.

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Institut
untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BABII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI
PUBLIK

Pasal 4

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam peraturan ini.

Setiap Pemohon Informasi berhak mengajukan permintaan Informasi Publik
disertai alasan permintaan tersebut.

Pasal 5

Pengguna Informasi wajib menggunakan informasi tersebut sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.



(2) Pengguna Informasi wajib mencantumkan sumber dari informasi tersebut
diperoleh baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk
keperluan publikasi.

BAB III

INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMEKAN

Pasal 6

(1) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkean secara berkala

a.

b.

m.

1.

0.

Profil Institut

Program Kerja

Laporan Kinerja

Laporan Keuangan

Laporan Akses Informasi f’ub]ik
Dokumen dan Informasi Hukum

Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik serta tata
cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik

Informasi tentang tata cara pengajuan peayalahgunaan wewenang atau
pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat institut

Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa di institut

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat di institut

Hasil kegiatan publikasi di institut
Prosedur Operasional Baku

Regulasi terkait perijinan peneliti asing
Kegiatan inkubasi bisnis teknologi

Informasi tentang penerimaan pegawai

(2) Infomasi publik yang wajib tersedia setiap saat

a.
b.
C.

d.

Daftar informasi publik

Rencana Strategis

Infromasi tentang peraturan, keputusan atau kebijakan Institut
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan
Kesepakan bersama antara Institut dengan insTitusi lainnya

Syarat-syarat perijinan

g. Info status peneliti asing

Daftar Jurnal terakreditasi

Informasi mengenai tenant binaan IBT



8

Informasi tentang Data Pendidikan Tinggi

k. Informasi tentang data IPRTEK atau statistik IPTEK

L.

Daftar dan hasil penelitian

BAB IV
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
Pasal 7

Institut membuka akses bagi setiap Pemchon Informasi, kecuali:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

Informasi/data identitas probadi dosen, tenaga kepend:dikan,
mahasiswa/peserta didik, mitra kerja sama, peneliti asing, dan alumni, terdiri
atas:

a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;

b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis
seseorang;

c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rexening bang seseorang;

d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan
rekonendasi kemampuan seseorang;

e. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berakitan dengan kegiatan
satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;

f. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga
kependidikan;dan/atau

g. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta
didik.

Dokumen pengadaan,penawaran, dan harga perhitungan sendiri barang/jasa
dari penyedia barang/jasa sebelum: pengumuman pemenang.

Dokumen minutes of meeting.

Usulan  pengangkatan, pemberhetian, dan rotasi dalam  jabatan
struktural/fungsional.

Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat.

Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat
Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat
(inkracht)

Dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP).

Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan
masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf.

(10) Laporan keuangan sebelum di aud:t (unaudited)

(11) Dokumen soal dan uji kompetensi.

(12) Kunci jawaban ujian kompetensi.



(13)
(14)
(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

(32)

Data temuan/hasil audit mutu.

Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit.

Kertas kerja audit.

Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi).

Konsep kebijakan
pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/penetapan yang dalam
proses penyelesaian (belum final) atau terakit degan pendaftaran hak atas
kekayaan intelektual/hak paten.

Dokumen perjanjian kekrja sama di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi
yang mengandung Non Disclosure Agreement (NDA).

Pengelolaan sarana infrastruktur teknologi dan komunikasi (TIK):
a. Topologi jaringan;
b. Layout perangkat infrastruktur;

c. Web service yang diberikan kepada kementerian/lembaga/instansi/unit
kerja;dan

Arsip peta foto udara.

Proses penelitian biologi molekur yang belum dipublikasikan.
Hasil penelitian yang belum di publikasikan.

Dokumen soal ujian masuk perguruan tinggi.

Kunci jawaban soal ujian masuk perguruan tinggi.

Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah.

Data evaluasi diri program studi.

Nilai tes ujian masuk.

Proposal penelitian.

Penilaian dan konentar dari reviuwer terhadap proposal penelitian.
Reviw proposal usulan fasilitasi bantuan dan/atau insentif.

Nilai hasil evaluasi instrument/prcposal pembukaanprogram studi.

Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil
pembinaan selama tahun.

BABV

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK
Pasal 8

(1) Institut berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

(2) Institut berhak menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan tata
cara yang ditetapkan dalam peraturan ini.



Pasal 9

(1) Institut menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik
yvang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi, selain
informasi yang dikecualikan.

(2) Institut menyediakan Informasi Publ:k yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

(3) Institut harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga
dapat diakses dengan mudah.

(4) Institut membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil
untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik, baik pertimbangan
politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

(5) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana disebut pada ayat (1) s/d ayat (4)
pasal ini, Institut dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan
non elektronik.

Pasal 10

(1) Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh
Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi Institut secara tertulis
(surat konvensional maupun surat elektronik) atau tidak tertulis (datang
langsung atau via telepon), dan permintaan tersebut dilengkapi dengan foto copy
identitas diri dari Pemohon Informasi atau akte pendirian bagi Pemohon
Informasi yang merupakan badan htukum/organisasi.

(2) Institut mencatat nama, alamat dan identitas diri/akte pendirian Pemohon
Informasi, subjek, alasan atau peruntukannya, format informasi dan cara
penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohcn Informasi.

(3) Institut memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik
berupa nomor pendaftaran pada saa: permintaan diterima.

(4) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Institut
wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis berisikan :

a. Informasi yang diminta pihak Pemohon Informasi.

b. Informasi bahwa informasi yang ciminta pihak Pemohon Informasi berada di
bawah penguasaannya, tapi keberadaan in‘ormasi yang diminta tidak
diketahui.

¢. Penolakan permintaan dengan alasan informasi yang diminta termasuk ke
dalam informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh publik.

d. Permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi
informasi yang akan diberikan.

e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka
informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai
alasan dan materinya.

f Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan, dan/atau

g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.



(5) Institut dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

BAB VI

PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
INSTITUT

Pasal 11

Dalam rangka mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, maka Institut
menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sekaligus ditugasi
sebagai Sekretariat Pengelola Informasi.

BAB VII
ALIR INTERNAL INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN INSTITUT
Pasal 12
Setiap unit kerja di lingkungan Institut berkewajiban untuk :

(1) Membantu Pengelola Informasi dalam penyediaan informasi yang terkait dengan
unit kerja masing-masing.

(2) Melakukan pemutakhiran (up dating) informasi unit kerja yang ditampilkan di
website masing- masing unit kerja/Institut.

Pasal 13

Alir internal di lingkungan Institut dalam penyediaan Informasi Publik dan
pelayanan kepada Pemohon Informasi, sebagai berikut :

a. Pelayan informasi menerima permohonan Informasi Publik dari Pemohon
Informasi dengan menuliskan nama, alamat, substansi informasi yang dimohon,
serta alasan/peruntukan informasi yang dimohon sesuai dengan formulir yang
telah disediakan;

b. Pengelola informasi mengkaji, memverifikasi, menyiapkan dan menyediaan
jawaban terhadap informasi yang dimohon;

¢. Pelayan informasi menyampaikan informasi kepada Pemohon Informasi.

BAB VIII

KETENTUAN
SANKSI

Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 peraturan ini dapat
dikenakan sanksi dalam bentuk teguran lisan, atau teguran tertulis.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 peraturan ini yang terkait dengan
ketentuan pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dikenakan



sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

BAB IX
KETENTUAN ADMINISTRATIF LAINNYA

Pasal 15

Setiap tahun Institut mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;

b. Waktu yang diperlukan Institut dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi;

d. Alasan penolakan permintaan informasi.

BAB X
PENUTUP

Pasal 16

(1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur
lebih lanjut dengan aturan tersendiri.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI BALIKPAPAN
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2020

REKTOR,
O o4y
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